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Kabupat::tuganTaeemenum ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Pandonatari idh Sg Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
ditetaokan -Bedh elanja daerah Tahun Anggaran 2009, perlu
pendapatan Bel aturan Bupati tentang Penjabaran ~Anggaran
sl anja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan
perasional pelaksanaan APBD TAhun Anggaran 2009.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentan
. ! g Pembentukan
_?::L‘;h d1agesl’gh 'Sgrgnl;a;t ;|4 le?nl:It?:rI\eSi (LLembaran Negara RI
Nomor 1822); ) an Lembaran Negara RI
;Jndagg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
an Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68,
T?mbahan Lembaran Negara Rl Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Rl Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3569),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Rl Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
{ embaran Negara RI Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Rl Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara R| Nomor 3851);
Undang-Undang n 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
Undang-Undang Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4§89);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
atas Pengelolaan dan Tanggund Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4400);
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Undang-Undan
g No
?:;el]f:\cgnaan pemba’:g;n:s Tahun 2004 tentang Sistem
4421, 004 Nomor 104: Tan bNasmnal (Lembaran Negara RI
Undar;g " » Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
“Uhdang No
?:;";‘:h (Lembaran n&oe;:?a Taer‘un 2004 tentang Pemerintahan
caan Lembaran Negara RTahun 2004 Nomor 125,
: ubah dengan Ung | Nomor 4437), sebagaimana
entang Penetapan Pera ang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
undang Nomor 3 Tahuran Pemerintah Pengganti Undang-
(Lembaran Negara Rqa un 2005 menjadi Undang-Undang
Lembaran Negara RI N Tahun 2005 Nomor 108, tambahan
Undang-Undang No omor 4548);
Keuangan antara Pemmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
(Lembaran Negara RIenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
lﬁembaran Negara Rl Noxmg\om Nomor 126, Tambahan
eraturan Pemeri i
DaERR (Lenftg?ggtag Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Tambahan | shBaras Mo b 2001 Nomor 118,
Peraturan Pemeriratn pieaata Rl Momor 4150
Dadraf (Lembarar:1 ahN Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Tambahan Lemb egara Rl Tahun 2001 Nomor 119,
Paraliran. PE aran Negara RI Nomor 4139);
Kedudukan Prog;iglr;tra hda Homer, 28 .Tal'.!un 2004 fon.30
Dewan P : n Keuangan Pimpinan dan Anggota
erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran N Rl Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan L I 7
sebagaimana télah ¢ an embargn I_\legara RI No_mor 4416)
Boratiran Pame sk eberapa kali diubah terakhir dengan
BRI Tahun 3005 N Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Nomor 4503); omor 49, Tambahan Lembaran Negara RI
gzgat;raln Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
i gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
gara Rl Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4502) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4574) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
_l?aer;lhh (Lle:mbzran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136,
ambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4577) ;
Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4585) ; .
Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4593);
Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara RI

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4614);
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PERATURAN BUPAT)
PENDAPATAN pp TB a
2009

_ Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapat

Anggaran 2009 seba
a. Pendapatan Daera
Pendapatan As

Dana Perimban
3. L

i Daerah
na P gan
ain-lain Pendapatan Yang sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah
a. Belanja Pegawaj
b. Belanja Bunga
¢. Belanja Subsigi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung‘
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Defisit

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 18.238.816.963,88
2. Pengeluaran Rp. 1.192.326.168,

Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan

Daerah sebaigaimana tel
eri Dalam Neg : b

antaeng Nomor 3

antaeng
or 3);

Keng Nomor 5 Tahun 2007

euangan Daerah (Lembaran
g Tahun 2007 Nomor 5);

antaeng

dan
an Daerap Kabuy

om

NTANG pE
N ELANJA DAERA

eri Nomor 59 Tahun

Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang
gggaran Pend

apatan dan Belanja

Nomor 1 Tahun 2009
elanja Daerah Tahun
paten Bantaeng Tahun

B

MEMUTUSKAN

NJABARAN ANGGARAN

H TAHUN ANGGARAN

i berike P2t@n dan Belanja Daerah Tahun
9ai berikuyt :
h

Rp. 14.323.723.000,00
Rp.304.225.418.616_.00
Rp. 45.631.729.600,00

Rp. 364.180.871 -216,00

Rp.144.433.863.940.00
Rp. 220.650.550,00
Rp.

0,00
Rp. 9.675.000.000,00
Rp. 7.750.000.000,00
Rp. 260.013.300,00
Rp. 6.854.810.894,00
Rp. 500.000.000,00

Rp. 165.694.338.684,00
Rp. 27.998.553.500,00
Rp. 4.057.450.914,00
Rp. 103.477.018.91 0,00
Rp. 21 5.533.023.324,00

Rp. 381.227.362.008,00
Rp. (17.046.490.792,00)

Rp. 17.046.490.792,00

Rp 0,00
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i Peraturan Bupati inj
Pasal 7
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Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaneg.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Pebruari 2009

BUPATI BANTAENG

Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

. SYAM UDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
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